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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di KUA
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang berjudul “Analisis maslahah terhadap
pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana latar
belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah serta bagaimana analisis
maslahah terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara kepada seorang yang
mengetahui dan memiliki informasi pokok, yang terdiri dari bapak penghulu
KUA Kecamatan Krian, Mudin Kecamatan Krian, serta bapak RT tempat tinggal
para pelaku pengulangan akad nikah. Selanjutnya dilakukan analisis dengan
menggunakan teori maslahah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengulangan
akad nikah di KUA Kecamatan Krian menyimpang apa tidak dengan agama
Islam bila ditinjau dari aspek mas/ahah dan hal ini dianalisis menggunakan teknik
deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengulangan akad nikah yang terjadi
di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo karena terdapat 2 faktor yang
melatarbelakangi yaitu adanya pernikahan sirri dan adanya penolakan dari Kyai.
Pengulangan akad nikah ini tidak bertentangan dengan Syar7’at, karena pada
dasarnya dalam al-qur’an dan hadits pun tidak menjelaskan tentang adanya
pengulangan akad nikah. Dan bila dilihat dari segi mas/ahalmya, maslahah dari
pelaksanaan pengulangan akad nikah ini adalah Maslahah al-mursalah yaitu apa
yang dipandang baik maka akan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pada pelaksanaan pengulangan
akad nikah ini seharusnya sebelum melaksanakan pengulangan akad nikah
diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari pengulangan

akad nikah tersebut secara komprehensif.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT meneguhkan iman manusia dengan petunjuk-Nya, bahwa
Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dari satu jiwa yang sama. Satu
jiwa tersebut adalah Adam. Adam merupakan anugerah Allah, bahwa jenis
laki-laki tidak dapat diciptakan secara lepas dari jenis wanita. Seandainya
wanita itu dalam keasliannya dicipta secara terpisah dari laki-laki, seperti
misalnya Allah menciptakan dari unsur lain, yakni bukan dari tanah atau
bukan dari tanah yang lain, niscaya akan terjadi hidup sendiri-sendiri dan jauh
satu sama lain. Karena itu kenyataannya Hawa dicipta dari salah satu tulang
rusuk milik Adam. Kemudian termasuk nikmat Allah pula bahwa Dia
menjadikan pengembangbiakan manusia dari pertemuan antara jenis laki-laki
dan wanita. pertemuan keduannya merupakan curahan hati, sentuhan jiwa
yang sempurna. Karenanya pria dan wanita itu merupakan dua sisi mata uang
yang satu atau dua belahan dari sesuatu yang sama.'

Hal ini merupakan tanda-tanda keagungan Allah SWT yang maha tinggi

dan maha mulia, Firman-Nya:

.{7/ E ”‘1// v a7 ;o 1- - :, v - > “ :f/ .6“ - [P
Zosh aga) (= =l s s op gl o 052 Tl Jo L)

' Abdul Khaliq Abdurrahman, Menuju Pernikahan Barokah , (yogyakarta: Al-Manar, 2010), 1.
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Artinya: “Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang laki-laki,
maka bagimu ada tempat tetap (tulang sulbi dari adam) dan
tempat simpanan (rahim). Sesungguhnya telah kami jelaskan
tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang paham”
(QS.Al-An’am, 6:98).%

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan ini

dengan meletakkan dasar-dasar pergaulan antara laki-laki dan wanita, Firman-

Nya:
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Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanMu yang
telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah
menciptakan istrinya dan dari pada keduannya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS.An
Nisaa’,4:1)’

Bahkan Allah SWT menyuruh untuk berbuat yang lebih mulia dengan
mengingat nikmat allah terhadap ciptaan-Nya pada setiap manusia, adanya
kecenderungan diantara kita sekalian dan pertumbuhan rasa cinta kasih antara

suami istri adalah merupakan suatu keindahan, sebagaimana firman Allah

SWT:

? Kementrian Agama Rl, A/-Qur’an & Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.
3 e .
Ibid., 77.
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Artinya: “Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya untuk
kamu sekalian dari diri kamu sendiri istri-istri, agar kamu merasa tenang
dan dijadikan oleh-Nya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang,

sungguh yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah, bagi kamu yang
mau berfikir’(QS.Ar-Ruum, 30: 21)*.

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam
kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk
menikah. Karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani
kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah yang telah digariskan
Allah bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasanganya.
Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan maha sempurna. Kehidupan
dengan nuansa harmoni persahabatan sejati sebagai wujud rasa cinta kasih
terhadap sesama hingga mampu membangun rumah tangga dalam ruang
mawaddah warahmah.

Para ulama’ Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika
dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang dilamar
dengan laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya
seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan
suka sama suka tanpa adanya akad. Perwalian dalam nikah adalah suatu

kekuasaan atau wewenang shar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan

* Kementerian Agama R1, A/ - Quran & TafSirnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 406.
> Yasid Abu, Figh Keluarga, (Jakarta: Erlangga, 2007), 71.



kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang
dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.’

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Islam ketika
seseorang ingin melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri,
wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, disebut dengan rukun nikah yang
masing-masing mempunyai syarat tersendiri. Jika semua rukun dan syarat
telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah.

Selain terpenuhi rukun serta syarat yang ada, sebuah perkawinan
hendaklah juga memperhatikan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar
tercipta rumah tangga yang harmonis dan ideal.” Tujuan perkawinan dalam
undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasar keutuhan yang Maha Esa. Sedangkan dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah,
warahmabh.

Tujuan perkawinan yang ada, mempunyai arti yang sama penting bahwa
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia
atau sakinah. Adanya perkawinan dengan tujuan tersebut merupakan harapan
suami istri dalam membina keluarga baik yang telah lama menikah ataupun

masih baru membangun rumah tangga.

6 Jawad Mughniyah Muhammad, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 1996), 318.
’ Abdurrahman, Komplikasi Hukum I slam di Indonesia, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), 114.



Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi
wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. ® Alasannya, karena ayah adalah
tentu orang yang paling dekat dengan anaknya. Pada hakikatnya dalam suatu
akad nikah yang biasa terjadi dalam masyarakat sekitar penggunaan wali tidak
dilakukan oleh ayah dari pihak calon mempelai perempuan akan tetapi
memakai tawkil dari pihak KUA atau tokoh agama setempat untuk
menikahkan.

Ajaran Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini
terbukti bahwa seperempat bagian dari figh (hukum islam) yang dikenal
dengan rub’ al-munakahat adalah mengenai penataan keluarga. Dari mulai
persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak-hak dan kewajiban
setiap unsur atau anggota keluarga yang menjamin kemaslahatan setiap
unsurnya dan jaminan-jaminan kesejahteraan hidupnya masing-masing telah
diperinci sedemikian rupa.’

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah
didalam masyarakat, khususnya dikalangan umat islam, berhubungan secara
timbal balik dengan unsur lainnya. Pertama, unsur KHI sendiri sebagai bagian
dari perangkat hukum yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintahan

dan pimpinan masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur

® Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2004), 134.
° Ali Yafie, menggagas Figih Sosial, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 179.



kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. Keempat, unsur
kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI."

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan
masyarakat di bidang hukum yang digali dari sumber nilai-nilai hukum yang
diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan
ketentraman batin masyarakat, karena adanya tawaran simbolis keagamaan
yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang sakral. Ia juga
mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang figh yang
secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat didalam masyarakat
Islam. Dengan demikian, KHI layak untuk dilaksanakan oleh warga
masyarakat yang memerlukannya.

Teori maslahah diformulasikan oleh para ulama’ ahli usul figh sepanjang
sejarah hukum Islam. Tentu saja terdapat dinamika pemikiran dalam rangka
formulasi tersebut. Secara etimologis, arti maslahah dapat berarti kebaikan,
kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatutan. Kata a/l-maslahah
adakalanya dilawankan dengan al-mafsadah dan adakalanya dilawankan
dengan kata al-mudarrab, yang mengandung arti kerusakan. Sedangkan
maslahah dalam arti terminologis shar’i, adalah memelihara dan mewujudkan
tujuan hukum islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi,
keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-ghazali bahwa setiap
sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima

hal tersebut dikualifikasikan sebagai maslahah. Sebaliknya, setiap sesuatu

'° Hasan Bisri Cik, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum
Nasional,(Jakarta: logos wacana ilmu, 1999), 15.



yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut di
kualifikasikan sebagai maslahah. H

Banyak terjadi di masyarakat, melangsungkan akad nikah dua kali.
Malam akad nikah dihadapan kyai atau tokoh agama setempat, siangnya
melangsungkan ijab kabul lagi (ulang) di hadapan pegawai pencatat nikah.
Pengulangan akad nikah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, Siti Khadijah
yang dinikahi Nabi Muhammad 15 tahun sebelum kerasulan (Nabi diangkat
Rasul pada usia 40 tahun, sementara nikah dengan Khadijah pada usia 25
tahun) tidak melakukan pengulangan akad nikah. Tapi karena tidak ada
larangan terhadapnya, maka hal pengulangan akad nikah dibolehkan. Ini
mengikuti kaidah figh “al-as/u fi al-sha’i al-ibahah, hatta yadullu al-dalil ‘ala
tahrimihi’ yang berarti pada awalnya segala sesuatu itu di bolehkan, kecuali
ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya.'?

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
dalam hal ini pelaksanaan akad nikah tertera dalam pasal 2, sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan

dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam

berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3)
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi

" Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di
Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35.

12 Khoiro, “hukum akad nikah dua kali”, dalam http://alkhoirat.net/2013/03/hukum-akad-nikah-
dua-kali.html?m=1, diakses pada 19 September 2016.
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tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang
berlaku, tata cara pencatatan  perkawinan dilakukan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
.13
ini.

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) yang
berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap
perkawinan harus di catat”. Hal ini di kuatkan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2)
bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah
pengawasan pegawai pencatat nikah. Serta perkawinan yang dilakukan di luar
pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan
akta nikah, dan masing-masing suami isteri mendapat salinanannya, apabila
terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak
bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna
mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta
tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang
telah mereka lakukan.'*

Kebanyakan orang melakukan pengulangan akad nikah atau biasa dalam
persepsi arab melakukan tajdid al-nikah hanya untuk ta’gid (atas dasar
memperkuat) karena alasan berharap keberuntungan soal rejeki, anak, karir
dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat jawa hal itu dilakukan karena

ingin agar akad nikahnya terjadi sesuai dengan hitungan hari lahir istri dan

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

" Faizah bafadhal, “istbat nikah dan implikasinya terhadap perkawinan menurut peraturan
perundang-undangan”, Jurnal Ilmu Hukum, 2(Maret, 2016), 2.



suami yang mensyaratkan harus nikah pada hari pasaran dan bahkan waktu
tertentu. Dan biasanya juga yang terjadi di masyarakat sebuah pelaksanaan
tajdid al-nikah dilaksanakan tidak karena dibawah pengawasan pegawai
pencatat nikah.

Akan tetapi konteks pengulangan akad nikah ini sangat berbeda dengan
tajdid al-nikah seperti kasus yang telah dipaparkan diatas. Adapun yang
menjadi permasalahan adalah bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah
yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, cara pelaksanaan
pengulangan akad nikah dilakukan oleh penghulu dari KUA Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo yang semula sudah dilakukan akad nikah yang pertama
oleh kyai dari kedua pihak mempelai semacam pernikahan siri.

Dalam hal ini perlunya pemaparan secara detail mengenai kasus yang
akan diangkat sebagai berikut, seorang suami dan istri telah melangsungkan
akad nikah yang dilaksanakan oleh kyai daerah setempat, sebulan kemudian ia
berdua (suami dan istri) mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo dengan mengikuti prosedur alur pendaftaran nikah yang
telah ditetapkan. Setelah mengikuti alur untuk tata laksana pencatatan
perkawinan yang ketiga yakni pemeriksaan data atau biasa yang disebut
dengan rafak. Hal ini akan dilaksanakan akad nikah ulang di rumah calon istri,
ketika pak mudin dan penghulu sudah datang dan siap melakukan akad nikah
ternyata dari pihak kyai yang menikahkan secara siri tersebut tidak setuju
adanya nikah ulang karena pada hakikatnya nikahnya telah sah menurut Islam.

Dan ketika suami dan istri tersebut meminta buku nikah ke penghulu,



10

penghulu tersebut tidak memberikannya karna suatu pernikahan yang sah itu
apabila dilakukan secara hukum Islam dan diakui oleh negara dalam artian
akad nikahnya tersebut ada dalam pengawasan pegawai pencatat nikah.
Dengan adanya penolakan akad nikah ulang tersebut pada akhirnya penghulu
dan pak mudin meninggalkan rumah kediaman istri. Suatu ketika sekitar 5
bulan kemudian suami dan istri tersebut melakukan akad nikah ulang di KUA
Kecamatan Krian dengan melakukan prosedur nikah mulai awal. Dalam
pelaksanaan pengulangan akad nikah ini tidak ada kaitanya dengan tujuan
adat jawa seperti halnya menginginkan keluarga yang harmonis, sakinah,
mawaddah dan waramah."

Dalam hukum pernikahan Islam, seperti yang sudah dijelaskan bahwa
pernikahan bagi seorang suami dan istri dapat dilakukan kembali ketika
mereka sudah bercerai. Jika sang isteri masih dalam masa 7iddah pada talak
raj i maka mantan suami dapat merujuk kembali mantan isterinya itu tanpa
harus menggunakan akad baru. Akad baru bisa dilakukan ketika sang isteri
sudah di talak ba‘in, mantan isteri harus menikah lagi dengan laki-laki lain
dan melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian laki-laki itu
menceraikannya dan sudah habis masa iddahnya.'® Akan hal ini adanya akad
kembali timbul dikarenakan akad yang pertama tidak dihadiri atau dibawah
pengawasan pegawai pencatat nikah, kalau ditinjau dari hukum islamnya jelas

status akad yang pertama sah karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

> Ahmad Najib, Wawancara, Sidoarjo, 23 September 2016.
* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006),
338.
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Akan tetapi ketika dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, dimana dikatakan perkawinan yang sah apabila
dilakukan menurut hukum Islam dan dicatatkan.

Dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran dan
pemahaman dari kasus yang ada di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo
yang menjadikan pengulangan akad nikah sebagai sumber yang mas/ahah,
sebagaimana penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah ini
untuk menyelaraskan ketentuan akad nikah secara hukum Islam dan hukum
Negara hal ini yang telah tertulis dalam KHI. Dengan adanya fakta tersebut
penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian
yang berjudul “Analisis mas/ahah terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo’.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ketika dilihat dalam kehidupan masyarakat banyak permasalahan yang
berkaitan dengan pernikahan, bahkan sampai saat ini masih marak terjadi
dikalangan masyarakat yang telah terurai dalam latar belakang sudah biasa
telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang
lebih komprehensif, maka perlu adanya identifikasi masalah pada pembahasan
yang akan dikaji. Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu
berhubungan dengan:

1. Dasar hukum Pengulangan akad nikah
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2. Dasar pertimbangan penghulu dalam melangsungkan pengulangan akad
nikah
3. Kemaslahatan pengulangan akad nikah
4. Akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
5. Analisis maslahah terhadap Pengulangan akad nikah
Banyaknya istilah dari pengulangan akad nikah seperti halnya
pembaharuan akad nikah serta bangun nikah, akan tetapi semua mempunyai
objek penelitian yang berbeda. Dalam hal ini peneliti perlu kirannya
memberikan batasan-batasan supaya dalam pembahasan analisis maslahah
terhadap pengulangan akad nikah ini tidak terlalu meluas. Adapun yang
menjadi batasan masalah mengenai analisis mas/ahah dalam pengulangan
akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:
1. Penyebab atau faktor terjadinya pengulangan akad nikah
2. Pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo
3. Analisis maslahah terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan

Krian Kabupaten Sidoarjo.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah
yang akan dikaji adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di

KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?
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2. Bagaimana analisis maslahah terhadap pengulangan akad nikah di KUA
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?
. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah, tidak mengingkari
kenyataan bahwa kajian ini terpaut dengan kajian-kajian yang terdahulu.
Namun hal ini tidak menjadikan kajian ini hanya melakukan pengulangan.
Kajian ini diarahkan pada menjelaskan tentang pengulangan akad nikah.
Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah dengan substansi yang sama,
khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Prodi
Hukum Keluarga belum ditemui. Namun penulis mengakui sudah ada banyak
karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu baik berbentuk buku-buku baik
dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas
atau menyinggung hal ini. Diantara karya ilmiyah yakni skripsi tersebut
adalah:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Nailynnajah pada
tahun 2011 yang di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ 7injavan Hukum
Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur
Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya’. Dalam penelitian ini membahas
tentang pengulangan perkawinan karena ada dugaan gendam dalam
perkawinan tersebut. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan secara nyata

karena itu adalah ghaib atau tidak bisa diketahui pasti kebenerannya, akan
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tetapi hal ini yang menjadikan wali tidak yakin dengan sahnya perkawinan
yang pertama, walaupun rukunnya telah terpenuhi.'’

Kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nuril Muflikhun pada tahun
2014 yang berjudul “7injauan Maslahah Terhadap Tradisi Bangun nikah di
Desa Lemahbang Kecamatan Sukorecjo Kabupaten Pasuruan’. Pada
khususnya penelitian ini membahas lebih kepada hukum melakukan bangun
nikah (Tajdid nikah), karena demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga
berdasarkan tinjauan maslahah. Serta metode analisis yang digunakan adalah
Indukif Verikatif'".

Ketiga, penelitian yang diusung oleh Iwan Djaunari pada Tahun 2005
dalam skripsinya, “7injauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-
nikalhh Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol
Kabupaten Pasuruan’. Kajian ini di bahas karena peristiwa langka yang
bersifat massal dan melibatkan beberapa orang baik dari peserta maupun pihak
panitia sebagai pengkoordinir diadakannya untuk menghindari dan
menjauhkan bala’, mendapatkan keberkahan dan metode analisis yang
digunakan adalah analitik deduktif."

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Ratna Ayu Anggraeni pada

tahun 2014 dalam skripsinya, “Analisis Hukum Islam terhadap Tajdidun

'7" Zulfa Nailynnajah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di
Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya” (Skripsi--IAIN  Sunan
Ampel,Surabaya, 2011).

¥ Nuril Muflikhun, “Tinjauan Maslahah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

' Twan Djaunar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-nikah Massal di Dusun
Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan” ( Skripsi--IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2005).
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Nikah : Studi Kasus desa Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo”. Studi ini membahas mengenai pembaharuan akad nikah
(tajdid al-nikah) yang mana disebabkan oleh keretakan keluarga yang tidak
lagi harmonis, akan tetapi dalam kajian ini objek yang diteliti masyarakat
secara menyeluruh.?

Dan kelima, penelitian yang di lakukan oleh M. Zainudin Nur Habibi pada
tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul, “ 77injauan Hukum Islam terhadap
pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk: Studi kasus Desa Trawasan
Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang’. Dalam skripsi ini lebih fokus
terhadap status tinjauanya dalam prespektif hukum Islam dan pelaksanaan
rujuk dengan pembaharuan akad nikah. Bukan terhadap pencatatan rujuk,
bukan terhadap pelaksanaan rujuk tanpa persetujuan istri, dan juga bukan
terhadap motivasi pengulangan perkawinan karena pengaruh gendam.”'

Adapaun kajian yang di bahas skripsi ini berbeda dengan penelitian yang
lainnya, dimana penulis akan membahas tentang ““ Analisis Maslahah Terhadap
Pengulangan Akad Nikah di KUA kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo”.
Dalam penelitian ini lebih fokus pada mas/ahah dilakukaknnya pengulangan
akad nikah yang di sebabkan karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan
oleh pegawai pencatat nikah. Pengulangan akad nikah bukan terhadap

motivasi pengulangan perkawinan karena pengaruh gendam, bukan terhadap

?% Ratna Ayu Anggraeni, “Analisis Hukum Islam terhadap Tajdidun Nikah : Studi Kasus desa
Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2014).

! M. Zainudin Nur Habibi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai
syarat rujuk: Studi kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang” (Skripsi--
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
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pencatatn rujuk, bukan terhadap pelaksanaan rujuk tanpa persetujuan wali,
serta bukan terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk.

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam ini masih
baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan
dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajian serta subjek

dan objeknya memang berbeda.

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad
nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

2. Mendeskripsikan Bagaimana analisis mas/ahah terhadap pengulangan akad

nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk
hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, menambah
wawasan bagi pembaca pada umumnya, sebagai sarana bagi peneliti untuk
belajar mengintegrasikan pengetahuan dengan terjun langsung sehingga

dapat melihat, merasakan, dan menghayati bagaimana terjadinya
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pengulangan akad nikah demi terwujudnya kemaslahatan suatu hubungan
pernikahan.

2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai masukan yang membangun bagi
para pembaca guna meningkatkan Aazanah keilmuan atau sebagai acuan
tentang pengulangan akad nikah. Serta sebagai bahan referensi dalam
pentingnya suatu pengulangan akad nikah jika akad nikah tersebut tidak di
hadiri oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti
untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut

terhadap penelitian yang sejenis.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi
ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah
sebagaimana berikut:

1. Analisis maslahah: Sebuah proses penentuan hukum berdasarkan mas/ahah-
maslahah (kebaikan-kebaikan) yang terdapat dalam suatu peristiwa
tersebut.

2. Pengulangan akad nikah: melakukan akad nikah kedua kalinya yang

dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
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Supaya dalam pembahasan ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis

membutuhkan data yang menunjukkan adanya pengulangan akad nikah di

KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya berupa:

a. latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di KUA
Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

b. maslahah terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian

Kabupaten Sidoarjo.

. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang

diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari
pihak yang terkait.””> Dalam pelaksanaan pengulangan akad nikah, data
ini meliputi wawancara dengan informan. Dalam hal ini, seorang yang
mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam
penelitian. Yang dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Penghulu
dan dua orang (sepasang suami istri) atau seorang yang mengetahui jelas
pengulangan akad nikah.

b. Sumber data sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi
tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer.”
Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta

memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Dalam hal ini

2 Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

34.

2 Ibid., 36.
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sumber hukum ini berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang
berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti:
1) Ushul Figih 2 oleh Amir Syarifuddin
2) Ushul Figih oleh Masykur Anhari
3) Kaidah-Kaidah Figih oleh Asjmuni
4) Ilmu Ushul Figih oleh A Wahab Khallaf
5) Hukum Kekeluargaan oleh Sayuthi Thalib
3. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi caranya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara langsung kepada responden selanjutnya jawaban responden
dicatat atau dirckam.** Dalam penelitian ini wawancara dilakukan
untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan pegawai
pencatat nikah yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi
tentang proses pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini penulis melakukan kontak
langsung atau melakukan wawancara sendiri dengan sumber data. Agar
pertanyaan yang disampaikan mengarah pada sasaran yang diharapkan,

. 25
maka penulis menggunakan pedoman wawancara.

** Rianti Ramli, “teknik pengumpulan data”, dalam http:/kamriantiramli.wordpress.com/teknik-
pengumpulan-data.html, diakses pada 13 Oktober 2016.
*> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , (Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 56.



http://kamriantiramli.wordpress.com/teknik-pengumpulan-data.html
http://kamriantiramli.wordpress.com/teknik-pengumpulan-data.html
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b. Dokumentasi, Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal

dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis
dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan
pengulangan akad nikah berdasarkan data yang diperoleh tersebut.
Selanjutnya, melalui metode dokumentasi ini dilakukan untuk
mendapatkan data tertulis yang berupa duplikat nikah para pihak
yang melakukan pengulangan akad nikah, foto-foto, serta data yang
relevan dengan masalah pengulangan akad nikah yang terjadi di
KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Pustaka, dalam hal ini pengumpulan datanya dalam bentuk studi
literatur atau pengkajian berdasar literatur/referensi tertulis berupa
buku, artikel atau yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian

ini.

4. Teknik Pengolahan data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan
sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan

memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi
kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan

. 26
serta relevansinya dengan permasalahan.

%% Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

91.



21

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan
masalah.”’

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu

bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap

yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan
dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan.

Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa

data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman

yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah
sebagai berikut:

a. Deskriptif-Analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki.”® Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan
atau mendiskripsikan data secara umum, jadi dalam penelitian ini
Deskriptif-Analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta
tentang pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo.

b. Pola pikir Deduktif ini sebuah pola pikir yang berangkat dari proses

terjadinya pengulangan akad nikah yang kemudian nanti ditarik pada

27 s
Ibid., 92.
%8 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.
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kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan
tentang pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo akan dikaji menurut anaslisis mas/ahah. Sehingga
dapat ditarik kesimpulan pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh
pegawai pencatat nikah menyimpang apa tidak dengan hukum Islam bila

ditinjau dari aspek mas/ahah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian ini ditata dengan
sistematika sebagi berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar
penelitian tentang pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian
kabupaten Sidoarjo dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh.
Pendahuluan ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta
sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang deskripsi gambaran umum tentang tinjauan
umum tentang pengertian dan pandangan ulama’ tentang tajdid al-nikah
landasan teori maslahah dalam ushul figih yang terkumpul termasuk
didalamnya yaitu pengertian maslahah, macam-macam maslahah, dasar

hukum maslahah, syarat-syarat maslahah, serta kehujjahan maslahah.
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Bab ketiga berisikan data penelitian yaitu tentang pengulangan akad
nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo yang meliputi deskripsi
wilayah, pengertian pengulangan akad nikah serta pelaksanaan pengulangan
akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo tersebut. Akan
tetapi sebelum masuk kepada pembahasan ini, penulis akan memulainya
dengan deskripsi wilayah KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat berisi analisis mas/ahah terhadap pengulangan akad nikah.
Adapun cakupan dalam bab ini adalah terdiri dari analisis tentang
pengulangan akad nikah dan bagaimana tinjauan mas/ahah mengenai
pelaksanaan pengulangan akad nikah ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-
kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang
sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun

bagi masyarakat pada umumnya.



BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG TAJDID AL-NIKAHDAN
LANDASAN TEORI MASLAHAH

A. Tentang Tajdid Al-Nikah

I.

Pengertian 7ajdid Al-Nikah

Menurut basaha arti tajdid adalah pembaharuan, yang merupakan
bentuk dari jadada-yujadidu-tajdidan yang artinya memperbaruhi. Dalam
kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan
kembali, menyusun kembali, memperbaikinya sebagaimana yang
diharapkan. Menurut istilah ¢ajdid adalah mempunyai dua makna yaitu:*
a. Apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber

yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan

segala sesuatu kepada aslinya.

b. Tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal
yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang
tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta

ruang dan waktu.

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab &15-’ yang merupakan

bentuk masdar dari £’/ madhi é—\ yang artinya kawin atau menikah.

Menurut Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu pakar dalam fikih
beliau juga memberikan pengertian tentang nikah adalah akad yang

mengandung sebagian rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah

2 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

147.
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ditentukan. Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah
sebagai berikut:*

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah :

2lad daTal) Al Sala) S 43 AN
“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-
senang dengan sengaja’’.
Golongan as-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai :

1

_Ayzo _ of 20w Ao - 0% - % s, % ®A- 3@ sy =%

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

watha’ dengan lafaz nikah atau fazwij atau yang semakna dengan
keduanya”.

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai :
232 )i 371N 2l dala 2584 B S A, K

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata
untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa
yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian fajdid dan nikah yang
telah disebutkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tajdidun
nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu
sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara’, kemudian
dengan maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan
hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi

rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya akan

0 Abdurrahman al-Jazi>ri, AI-Figh al-Maz|a>hibil Arba’ah, (Beirut: Dar-al Fikr, Juz IV, 1969),

395.
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menghalalkan hubungan suami istri. Dan berharap agar dapat
mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup
dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera
dan bahagia.

2. Pendapat ulama’ tentang 7ajdid Al-Nikah

Menurut /bnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari
tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam
nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian
dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqgalani,
menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak
akad yang pertama.”'

Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa ulama Syafi’iyah
adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan
fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Akan tetapi
ada juga ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa tajdidun nikah dapat
membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i,
sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, al-Anwar 1i A’mal al-
Anwar sebagai berikut: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada

isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian

3! Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqala>ni, Fath}ul al-Ba>ri, Juz XII, (Syarah Shahih Bukhari, Dar
al-Fikri, t,th), 199.



27

dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau
dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil’

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak
pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya
sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyath). Hal ini
juga diungkapkan oleh Ahmad Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal
memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (7htiyath),
agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul
(upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi).

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari fajdidun nikah adalah
boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan
dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa
berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya
tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan
tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam
menyembunyikan tajdid menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki
ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.”

Dari beberapa argumen tentang hukum ¢ajdidun nikah menurut
para ulama di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari

tajdidun nikah adalah boleh.

* Iwan Djaunar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-nikah Massal di Dusun
Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan” ( Skripsi--IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2005).

** Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, al-Anwar li A’mal al-Anwar, Juz 11, (Dar al-Dhiya’), 441.
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B. Tentang Maslahah

1.

Pengertian Maslahah

Al-Maslahah berasal dari kata salaha dengan penambahan “alif” di
awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau
“rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata salah, yaitu “manfaat” atau
“terlepas daripadanya kerusakan”.** Pengertian mas/ahah dalam bahasa
Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan
manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang
bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan
seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti
menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau
kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mas/ahah.
Dengan begitu maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau
mendatangkan kemaslahatan dan atau menghindarkan kemudaratan.®

Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan.
Kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan
syariat islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk
dijalankan atau meniadakan. Tetapi jikalau dikerjakan akan membawa
manfaat/menghindari keburukan.*

Kata al-maslahah adakalanya dilawankan dengan a/-mafSadah dan

adakalanya dilawankan dengan kata a/-mudarrab, yang mengandung arti

** Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2008), 367.
* Ibid.,368.
*® Masykur Anhari, Ushul Figh, (Surabaya: Diantama, 2008), 101.
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kerusakan. Sedangkan mas/ahah dalam arti terminologis shar’i, adalah
memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam yang berupa
memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.37

Al-maslahah menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang
oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil
syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.
Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk
menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat,
menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.>®

Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahah pada dasarnya ialah meraih
manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari
pernyataan tersebut adalah menjaga maqasid al-shari’ah yang lima, yaitu
agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap
perkara yang ada salah satu unsur dari maqasid al-shari’ah maka ia
disebut masl/ahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari magasid
al-shari’ah, maka ia merupakan mafSadat , sedang mencegahnya adalah
maslahah.®

Dalam mengartikan maslahah secara definitif terdapat perbedaan

rumusan di kalangan ulama’ yang kalau dianilisis ternyata hakikatnya

adalah sama, sebagai berikut*":

37 Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan...,35.
% Abdul Wahab Khallaf, Z/mu Ushul Figh, (Jakarta: Darul Qolam, 2003), 110.

3% Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Fikr), 286.

¥ Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2...,368.
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Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan
definisi Al-Ghazali di atas, yaitu Memelihara tujuan syara’ (dalam
menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari
manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali
dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu
mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan
berarti menarik kerusakan.

Al-‘Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawaid al-Ahkam,

memberikan arti maslahah dalam bentuk hakikatnya dengan

“kesenangan dan kenikmatan”. Sedangakan bentuk majazi-nya adalah

“sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”

tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat

bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta
kesenangan dan sebab-sebabnya.

Al-Syatibi mengartikan mas/ahah itu dari dua pandangan, yaitu dari

segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan dari segi

tergantungnya tuntunan syara’ kepada maslahah.

a. Dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan, berarti: Sesuatu
yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna
hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan
aqlinya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara’ kepada maslahah, yaitu

kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum
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syara’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk
berbuat.

4.  Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam
bukunya al-Magasid al-Ammah [i al-Syari’ati al-Islamiyyah
mendefinisikan mas/ahah sebagai berikut: “Ungkapan dari sebab yang
membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat.
Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali
yang memandang maslahah dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang
dapat membawa kepada tujuan syara”.

Imam Malik menyatakan bahwa, mas/lahah merupakan suatu
kebaikan yang tidak ada mnas yang khusus, akan tetapi sesuai dengan
tindakan syara’ yang diambil dari beberapa dalil yang menunjukkan
kepada prinsip-prinsip umum, dan dapat disederhanakan menjadi
mengangkat kemaslahatan dan menolak kemudaratan.*'

Maslahah mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul,
kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari’ dalam wujud hukum,
didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat
dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenannya, maslahah itu
disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan
salah.*

Al-Maslahah sebagai dalil hukum yang mengandung arti bahwa al-

maslahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum.

o Syahrul Anwar, Ilmu Figh & Ushul Figh, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 67.
*2 Miftahul Arifin, kaidah-kaidah penerapan hukum islam, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), 142.
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Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa
karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada
masalah tersebut. Jumhur ulama’ berpendapat, setiap hukum yang
ditetapkan oleh nash atau ijma’ didasarkan atas hikmah dalam bentuk
meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.*’
Kesimpulannya bahwa mas/lahah merupakan suatu metode ijtihad
dalam menggali hukum (Zstinbat) Islam, yang tidak terdapat nash tertentu
yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada
kemaslahahan yang sesuai dengan hukum shara’ (maqgasid al-shari’ah).
Kemaslahahan yang menjadi tujuan syara’ bukanlah kemaslahahan yang
hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.
2. Dasar Hukum Mas/ahah
a. Ayat Al-Quran tentang Maslahah
Ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang pensyari’atan
hukum Islam dengan kepentingan kemas/ahatan manusia, diantaranya
terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58:
STy all g W Tass 1) h eyl (SO 36 L0 Gl
85 5a 1 0as G0 g T iy 6 (20 Gl 5255
7=

PR it

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang
berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang
yang beriman (58) Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-
Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan

3 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.
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rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka

kumpulkan".**

Firman Allah SWT diatas memang tidak menerangkan secara
khusus atau jelas tentang mas/lahah akan tetapi, ayat diatas
menerangkan secara tersirat bahwa betapapun sulitnya jalan yang akan
ditempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah
swt telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur’an dengan pelajaran Al-
Qur’an itu, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana
yang buruk, mana pekerjaan yang diridhai dan mana pekerjaan
dikutuk-Nya. Ini merupakan bukti bahwa Allah swt menginginkan
hamba-Nya untuk selalu berada dalam kemaslahatan karena dengan
petunjuk dan rahmat-Nya untuk selalu berada dalam kemas/ahatan
karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka semua manusia akan
terhindar dari segala kemudharatan dan kesulitan dalam menjalankan
roda kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di

akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat Al-Maidah ayat 6

J1 3ol 28,55 1,6 sl J) 25515 i 2 ¢l

G 4gfr o € oamie 1 R i -7 17
l5abl U3 228 oy sl J) 2l a8ty Ty iy gha]]
LT el 5 WU s S B Tie o el e i e f S op

29 -7

B T o 2 £ 2 ° L7l 2 z e s~ e “ e
G4l SKuls pmnse b Iymdals b 1ss fhensis 20 1,04 28

* Kementrian Agama RI, A/-Qur’an & Tafsirnya...,225.



34

=

_,} - Pl I
Pl sare (s
~ ~ Py

> w £

D g oS5 o G o G 4
s, & G _-
Ty XKEs remld

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan
siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan
kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika
kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang
air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak
memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik
(bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur.*’

2
-

Ayat-ayat diatas memberikan pengertian bahwa Allah swt
menghendaki kemaslahatan bagi manusia dalam rangka mencapai
kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan jalan mempermudah
kepada hambanya untuk memberikan keringanan ketika tidak
ditemukan air untuk bersuci. Hal ini, sesuai dengan didatangkannya
Syari’at Islam yang bertujuan untuk menjadikan kemas/ahahan dan
kebahagiaan serta tidak mempersulit manusia.

a. Menurut As-Sunnah

P I

(oo Mgy Sl 5 Ur O ab
Dari Ibada bin Shomad berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda,
tidak boleh membuat mudarat pada orang lain.

Atas dasar hadis diatas, seseorang tidak diperbolehkan berbuat

sesuatu yang mebahayakan agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya,

* 1bid.,357.
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demikian juga berbuat mudarat kepada orang lain. Masalah-masalah

hukum figh yang tercakup dalam hadis diatas, antara lain:

1) Di dalam muamalah, mengembalikan barang yang telah dibeli
lantaran adanya cacat diperbolehkan.

2) Di dalam jinayah, agama menentukan hukum qishas, mengganti
rugi kerusakan, menindak para pelaku kriminalitas dan lain
sebagainya.

3) Pada bagian munakahat, Islam membolehkan perceraian yaitu
dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah
tidak teratasi, agar suami isteri tidak mengalami penderitaan batin
yang terus menerus.

Dengan demikian, penetapan hukum Syariat bertujuan untuk
melindungi manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah
figh yang berbunyi: menolak kerusakan itu didahulukan dari pada
menarik kebaikan. Kaidah tersebut diatas sesuai dengan prinsip bahwa,
perhatian syara® terhadap larangan itu lebih besar daripada perhatian
terhadap apa-apa yang diperintahkan.

3. Macam-macam Maslahah
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa mas/ahah dalam artian shara’
bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik
buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan
dan menghindarkan kerusakan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu apa yang

dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan shara’ dalam
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menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.
Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini
menurut akal sehat mengandung kebaikan atau maslahah karena dapat
menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan haramnya minum minuman
keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima
prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung
dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan
dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut *°.

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,
maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah.

1) Maslahah Daruriyah (42,505 ) 4a).axll) adalah kemaslahatan
yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja
dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara
langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip
tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat daruriyah.
Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama,

melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum

6 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2...,370.



37

minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk
memelihara keturunan, melarang mencuri untuk memelihara harta.

2) Maslahah Hajiyah (% s> ) 4al.a4)l) adalah kemaslahatan yang

tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada
tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung
bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara
tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang
memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Maslahah hajiyah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,
tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur
pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa
mengakibatkan perusakan.
Contoh maslahah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk
tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah
otak untuk tersempurnanya akal, melakukan jual beli untuk
mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau
maslahah dalam tingkat haji.

3) Maslahah Tahsiniyah (433 a3 1 4al.asll) adalah magslahah
yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat
daruri, juga tidak sampai tingkat Aaj7, namun kebutuhan tersebut
perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan

keindahan bagi hidup manusia.



38

Tiga bentuk maslahah tersebut, secara berurutan menggambarkan
tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah maslahah
daruriyah, kemudian di bawahnya adalah maslahah hajiyah dan
berikutnya maslahah tahsiniyah. Daruriyah yang lima itu juga
berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini
terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya.
Dalam hal ini harus didahulukan daruri atas haji, dan didahulukan
haji atas tahsini.

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang daruri
tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad
dijalan Allah, disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun
dengan mengurbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam
firman Allah pada surat al-Maidah 5:41 yang artinya Berjihadlah
kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan)
agama Allah.

Arti ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama
atas jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum
khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan
daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus
didahulukan atas memelihara akal. (hubungan maslahah dengan
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, akan diuraikan dalam

bahasan Magqasid al-Shari’ah).
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b. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu
dengan tujuan shara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud
usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahah itu disebut juga
dengan munasib atau keserasian maslahah dengan tujuan hukum.
Maslahah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (shari’)
memerhatikannya atau tidak, mas/lahah terbagi kepada tiga jenis,
yaitu:

1) Maslahah al-Mu’tabarah (3_» 3 2«1 3a) .2 & 1)) yaitu maslahah yang
diperhitungkan oleh syari’. Maksutnya, ada petunjuk dari syari’,
baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk
pada adanya maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan
hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap
maslahah tersebut, maslahah terbagi menjadi dua:

a) Munasib mu’athir (5 3«1 «wlall) yajtu ada petunjuk
langsung dari pembuat hukum (shari’) yang memerhatikan
maslahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk shara’ dalam
bentuk nas atau ijma yang menetapkan bahwa maslahah itu
dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil nash yang menunjukan langsung kepada
maslahah, uvmpamanya tidak baiknya mendekati perempuan
yang mendekati haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.
Hal ini disebut maslahah karena menjauhkan diri dari

kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang
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dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut
munasib. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah 2:222
T T P T - 2
el G Ll 15150 (631 50 8 [aemall o 25l
Artiny;u mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah:
"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu
hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haidh."’
Contoh dalil yang menunjukan langsung kepada mas/ahah
dalam bentuk Jjjma’, umpamanya menetapkan adanya
kewalian ayah terhadap harta anak-anak dengan ‘//at “belum
dewasa”. Adanya hubungan “belum dewasa” dengan hukum
perwalian adalah mas/ahah atau munasib. Dalam hal ini 7jima’
sendiri yang mengatakan demikian.

b) Munasib mulaim (p >« U« l)) yaitu tidak ada petunjuk
langsung shara’ baik dalam bentuk nas atau jjma’ tentang
perhatian shara’ terhadap masl/ahah tersebut, namun secara
tidak langsung ada. Maksutnya, meskipun shara’ secara
langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan
untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada
petunjuk shara’ bahwa keadaan itulah yang ditetapkan shara’

sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya,

Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan

alasan anak gadisnya itu “belum dewasa”. “belum dewasa’ ini

* Kementrian Agama RI, A/-Qur’an & Tafsirnya...,573.
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menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu
perwalian dalam harta milik anak kecil. Bolehnya jama’shalat
bagi orang yang mugim (penduduk setempat) karena hujan.
Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan
untuk hukum jama’ shalat, namun shara’ melalui 7ima’
menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu “dalam
perjalanan” (safar) menjadi alasan untuk bolehnya jama’
shalat.

Menetapkan keadaan “dingin” menjadi alasan untuk
halangan shalat berjamaah. Tidak ada petunjuk dari shara’
yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut
shalat berjamaah. Namun ada petunjuk shara’bahwa keadaan
yang sejenis denga dingin itu, yaitu “perjalanan” yang
dijadikan shara’ sebagai alasan bagi hukum yang sejenis
dengan meninggalkan shalat berjamaah tersebut, yaitu jama’
shalat. “dingin” itu sejenis dengan “perjalanan” yaitu sama
dalam hal menyulitkan, sedangakan meninggalkan shalat
berjamaah sejenis dengan jama’ shalat, yaitu sama-sama
rukhsah (keringanan) hukumnya.

2) Maslahah al-Mulghah (3\x1<)) 4sl.axll) atau maslahah yang
ditolak, yaitu maslahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak
diperhatikan oleh shara’ dan ada petunjuk shara’ yang

menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah
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sejalan dengan tujuan shara’, namun ternyata shara’ menetapkan
hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mas/ahah itu.

Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan
pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan
Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah
disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang
diperkirakan akan membuatnya jerah melakukan pelanggaran.
Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan
dengan tujuan shari’ dalam menetapkan hukum, yaitu
menjerahkan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun, apa
yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut
shari’, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu,
yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini
bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat
membuatnya jera.

Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah
mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya
dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau
maslahah untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki
dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun dianggap sejalan
dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah telah jelas
dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu,

yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak
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perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa’ 4:11,
dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar
dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam
surat an-Nisa’ 4:176.

3) Maslahah al-Mursalah (4~ »1 isl.axll) atau yang juga biasa
disebut Istislah (z2+=3 « Y)), yaitu apa yang dipandang baik oleh
akal, sejalan dengan tujuan shara’ dalam menetapkan hukum,
namun tidak ada petunjuk shara’ yang memperhitungkannya dan
tidak ada pula petunjuk shara’yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan mas/ahah
mu’tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak
maslahah mulghah. Menggunakan metode maslahah mursalah
dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di
kalangan ulama.

Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul figih

membaginya kepada:*®

a. Maslahah al-‘Ammah, yaitu kemaslahahan umum yang menyangkut
kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan
membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat, karena
menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Maslahah al-Khasah, kemaslahahan pribadi dan ini sangat jarang

sekali, seperti kemaslahahan yang berkaitan dengan pemutusan

8 Hafidzah Mahmudah, “Maslahah Mursalal’, dalam
http://hafidzahmuda.wordpress.com/maslahah-mursalah.html diakses pada 20 November 2016.
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hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (magfud).
Dalam membicarakan maslahah sebagai dalil hukum, pada umumnya
ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian
syara’ terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat
mengakui/melegitimasinya sebagai mas/ahah ataupun tidak. Dalam hal
ini jumhur ulama membagi maslahah kepada tiga macam, yaitu sebagai
berikut:

1) Al-maslahah yang terdapat kesaksian shara’ dalam mengakui
keberadaannya. Maslahah dalam bentuk pertama ini menjelma
menjadi landasan dalam giyas, karena ia sama dengan a/-munasib
dalam pembahasan giyas. Maslahah ini biasa disebut dengan istilah
al-maslahah mu’tabarah. Semua ulama’ sepakat menyatakan
maslahah ini merupakan Aujjah(landasan hukum).

2) Al-maslahah  yang  terdapat  kesaksian  syara’  yang
membatalkannya/menolaknya. A/l-maslahah kedua ini adalah
bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia
bertentangan dengan nash. Bentuk maslahah yang kedua ini biasa
disebut a/-maslahah mulgha.

3) Al-maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara’, baik yang
mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash
tertentu. A/-maslahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi

kepada dua macam. Yaitu sebagai berikut:
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a) Al-maslahAh al-gharibah yaitu maslahah yang sama sekali
tidak terdapat kesaksian syara’ terhadapnya, baik yang
mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam
ataupun jenis tindak syara’. Dalam kenyataanya, maslahah
bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan
contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

b) Al-maslahah al-mulaimah yaitu maslahah yang meskipun tidak
terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai
dengan tujuan shara’dalam lingkup yang umum. Tujuan shara’
ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam al-
qur’an, hadits, dan ijma’. Maslahah inilah yang biasa disebut
dengan istilah a/-maslahah mursalah.

4. Syarat-syarat Maslahah
Munurut Imam Maliki, dalam buku Ushul Figh karangan Abu Zahra,
terdapat syarat-syarat antara lain:*

a. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti
menurut keadaannya, dan antara tujuan-tujuan orang yang
menggunakannya. Dan tidak meniadakan dari dali-dalil pokok yang
telah ditetapkan. Dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil Qot’iyah.

b. Hendaknya dapat diterima secara rasional didalam keadaannya,
terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai dengan akal. Dan
apabila ditawarkan pada cendikiawan maka mereka dapat

menerimanya.

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2...,102.
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c. Hendaknya dalam menggunakan mas/ahah itu dapat menghilangkan
yang sudah ada, sekirannya tidak menggunakan maslahah secara
rasional didalam menyelesaikan permasalahannya, maka manusia
akan mengalami kesempitan berfikir.

d. Sesungguhnya apabila kita mengambil maslahah sesuai dengan apa
adanya, pasti akan membawa perbedaan daerah bahkan perbedaan
perorangan dalam perkara yang sama (satu perkara), maka perkara itu
menjadi haram dalam satu daerah karena berbahaya sedang didaerah
yang lain halal karena bermanfaat, bahkan haram bagi seseorang
karena berbahaya, tetapi halal bagi yang lain karena bermanfaat, hal
ini tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara’ kita yang abadi dan
diperuntukkan bagi semua manusia.

Para ulama yang menjadikan mas/ahah sebagai hujjah sangat berhati-
hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum
berdasrakan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan
tiga syarat dalam menjadikannya sebagai Aujjah:™°
1. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu.

Artinya, penetapan hukum syara’ itu dalam kenyataannya benar-benar
menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya berdasarkan
bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti

dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan

3% Abdul Wahab Khallaf, Z/mu Ushul Figh...,113.



47

istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim
dalam segala keadaan.
. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya,
penetapan hukum syara’ itu dalam kenyataannya dapat menarik
manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari
mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum
tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para
pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan
kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat
manusia.
Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan
dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma’.
Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut
persamaan hak waris antara hak anak laki-laki dengan anak
perempuan. Kemaslahatan seperti ini sia-sia karena bertentangan
dengan nash al-qur’an. Oleh karena itu fatwa Yahya bin Yahya al-
Laitsi al-Maliki, ulama figh spanyol dan murid Imam Malik bin Anas
adalah salah yaitu seorang raja dari negara Spanyol berbuka dengan
sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Imam Yahya berfatwa bahwa
tidak ada tebusan karena merusak puasanya kecuali dia harus
berpuasa dua bulan berturut-turut. Imam Yahya mendasarkan
fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini, karena kewajiban

membayar tebusan adalah membuat jera dan menahannya sehingga ia
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tidak kembali kepada dosa yang seperti itu. Dan tidak ada yang
membuat raja itu jera kecuali ini. Kalau ia wajib memerdekakan
budak, hal itu sangat ringan baginya dan tidak membuatnya jera.’’

Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan pada
nash. Karena nash yang jelas dalam denda orang yang membatalkan
puasanya dengan sengaja dibulan Ramadhan adalah memerdekakan
budak, bila tidak menemukan maka harus berpuasa dua bulan berturut-
turut, dan bila tidak mampu juga maka harus memberi makan kepada
enam puluh orang miskin tanpa membedakan, apakah yang berbuka itu
seorang raja atau seorang fakir. Kemaslahatan yang dianggap oleh
seorang mufti untuk menetapkan kewajiban puasa dua bulan berturut-
turut bagi raja secara khusus itu tidak disebut kemaslahatan secara umum,
bahkan kemaslahatan sia-sia.”

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan atau dengan istilah lain sesuai
bila ada saksi syara’ yang menunjukkan anggapanya dengan macam-
macam anggapan (seperti yang telah lalu disebutkan sifat yang sesuai
yang dianggap oleh syar’i). Yakni sesuai yang berpengaruh atau sesuai
yang sepadan. Bila ada saksi syara’ yang menunjukkan batalnya anggapan
itu maka disebut sifat sesuai yang percuma. Dan jika ada saksi syara’
yang menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya sifat itu, maka
disebut sifat sesuai yang mutlak, dalam istilah lain disebut mas/ahah

mursalah.

> Ibid.,114.
52 1bid.,115.
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5. Kehujjahan Maslahah

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa maslahah adalah
hujjah shara’ yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang
tidak ada hukumnya dalam nas, ijma’, giyas, atau istihsan, maka
ditetapkan hukum yang dituntutoleh kemaslahatan umum. Dan penetapan
hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya sanksi
shara’ dengan anggapannya.

Alasan mereka dalam hal ini ada dua:>

Pertama: Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada
habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan
kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan merecka
dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan shari’ saja, maka
banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi
tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan
perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena
tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat
manusia.

Kedua: orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan
para sahabat Nabi, tabi’in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa
banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan

kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syari’.

> Ibid.,111.
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Abu bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi satu
tulisan al-Qur’an dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar
zakat. Lalu mengangkat umar bin khattab sebagai gantinya. Umar
menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, tidak memberikan
sedekah kepada al-Muallafati quiubuhum (orang-orang yang dijinakkan
hatinya), menetapkan kewajiban pajak menyusun administrasi, membuat
penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri dimasa krisis
pangan. Usman menyatukan kaum muslimin dengan satu mushaf al-
Qur’an, menyebarkannya lalu membakar selain yang ditetapkan itu,
menetapkan hak waris bagi istri yang ditalak bahwa si istri itu tidak
mendapat warisan. Ali membakar kaum syiah Rafidah. Kelompok hanafi
melarang seorang mufti yang tidak serius untuk menjadi mufti, dokter
yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya pailit untuk mengurus harta
benda. Kelopmpok maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh
bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuannya. Kelompok
syafi’i mewajibkan qishas atas pembunuhan oleh orang banyak kepada
satu 0rang54.

Semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya
hukum-hukum diatas adalah kemaslahatan umum. Mereka menetapkan
hukum berdasarkan hal itu karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil
syara’ yang menolaknya. Para ulama tidak berhenti menetapkan hukum

berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi syara’ yang menganggapnya.

> Ibid.,112.
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Oleh karena itu Imam al-Qurafi berkata: para sahabat berbuat banyak hal
atas dasar kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang menganggapnya.
Ibnu Aqil berkata: politik adalah semua perbuatan yang dapat
mendekatkan umat manusia pada kebaikan, menjauhkan dari kerusakan,
meskipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak diturunkan wahyu untuk
itu, sedangkan orang orang yang berkata bahwa tidak ada politik kecuali
dengan apa yang diucapkan syara’ adalah salah dan menyalahkan para
sahabat dalam menetapkan hukum.”

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab ushul tentang
kedudukan maslahah mursalah dan kehujjahanya dalam hukum Islam baik
yang menerima maupun menolak. Kesimpulannya dari kelompok yang
menggunakan maslahah mursalah dengan kelompok yang menolak bahwa
kesemua mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok
kedua tidak menolak spenuhnya maslahah mursalah artinya kelompok
kedua menekankan bahwa jika maslahah mursalah yang menjadi
pegangan kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan
sebagai kemaslahahan yang dikehendaki oleh Shari. Untuk dipelihara
bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima.
Nampaknya kelompok yang kedua yang menolak menekankan kehati-
hatian dalam menggunakan maslahah mursalah. Sebetulnya kelompok
yang menerima maslahah mursalah dan menjadikannya sebagai dalil,

tidak berarti tanpa memperhatikan persyaratan. Bagi kelompok pertama

>® Ibid.,113.
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maslahah mursalah yang mereka pegangi ialah maslahah yang sejalan
dengan tujuan  Shari’at. Dengan kata lain maslahah mursalah itu
merupakan bagian dari syarat yang tidak boleh dikesampingkan meskipun
tidak disebutkan dalam mnas secara tekstual, secara substansial ia
dihajatkan oleh manusia. Lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan
kebutuhan pokok mereka.’®

Memang banyak persoalan baru yang bisa dikategorikan kepada
maslahah mursalah artinya persoalan-persoalan baru tersebut memang
mengandung Maslahah dan dihajatkan oleh manusia dalam membangun
kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam nas baik
yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dan ini akan terus
berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat dengan berbagai latar
belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain adalah dengan
menggunakan maslahah mursalah, sebagaimana telah dipraktikkan oleh
para Ulama sepanjang sejarah pemikiran hukum. Sungguh cukup banyak
kasus yang diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan maslahah
mursalah.”’

Sesungguhnya permasalahan perbaikan manusia selalu muncul dan
tidak pernah berhenti, jika seandainya tidak menggunakan mas/ahah,
maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang

timbul untuk memperbaiki manusia. Seseungguhnya sudah banyak orang

*® Romli SA, Mugaranah Mazahib Fil Ushul, Cet Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),
167-168.
*" Ibid.,171-173.
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yang menggunakan mas/ahah dari para sahabat, dari para tabi’in dan para
mujtahid. Mereka menggunakan mas/ahah mursalah untuk kebenaran
yang dibutuhkan, seperti Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu
dibukukan menjadi al-qur’ an.”®

Dalam hal ini, semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan
pemecahan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu sangat
bagus untuk dijadikan tumpuan. Karna teori masl/ahah ini dipakai dengan
melihat segi kemanfaatannya serta tidak ada dalil shara’ yang
menolaknya. Dan juga, mengunggulkan penetapan hukum shara’
berdasarkan kemaslahatan karna jika kesempatan ini tidak dibuka,
shari’at islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan

zaman dan lingkungan.

>8 Mansykur Anhari, Ushul Figh...,102.



BAB III
PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN KRIAN
KABUPATEN SIDOARJO

A. Deskripsi KUA Krian
1. Sejarah KUA Krian

Derpartemen Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas
umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan
dihadapkan kepada beberapa aspek yang menggejala dan berkembang
ditengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, aparatur Departemen
Agama harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan sebaik-baiknya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian adalah
instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sidoarjo.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian sebagai bawahan
langsung dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo dan
sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah di tingkat
Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas,
khususnya masyarakat Kecamatan Krian yang membutuhkan layanan.

Berdirinya KUA Krian tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan
Masjid Jami’ Miftakhul Abidin Krian pada tahun 1948 dengan posisi
pemanfaatan fasilitas tempat ibadah dan layanan keagamaan sekaligus.

Masjid sangat penting sebagai bagian dari pembinaan Masyarakat,

54
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terutama masyarakat muslim diwilayah kecamatan krian termasuk prosesi
pernikahan. Prosesi pernikahan kegiatan ini berjalan hingga tahun 1975,
bersamaan dengan perluasan masjid Jami’ Miftahul Abidin, maka tokoh
agama dan tokoh masyarakat berinisiatif mencarikan tempat sementara
untuk layanan tersebut, yang kemudian prakarsa dan swadaya masyarakat
dibuatlah balai nikah kecil berukuran 4 x 4 m, yang saat itu dipimpin oleh
H. Makhfud Rosyidi. Dalam perkembangannya tahun 1985 kepala KUA
saat itu H. Moh Jenal Abidin mendapatkan tawaran dari kepala kantor
kementrian agama kabupaten Sidooarjo. Bapak H.Sahlan untuk mencari
dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat atau kepala desa untuk
menyediakan tanah atau tempat yang bisa dimanfaatkan untuk KUA,
komunikasi itu disambut baik dengan bapak kepala desa Krian Sumadi
yang memberikan tempat atau tanah untuk dipaki sebagai KUA ditahun
1986, kemudian pada saat kepemimpinan bapak H. Arifin, beliau
menginisiatifkan untuk diterbitkan sertifikat atas tanah KUA yang secara
formal menggunakan gedung baru dengan diresmikan oleh kepala
Kemenag Sidoarjo yang dihadiri oleh seluruh kepala KUA se-Sidoarjo
dan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat.

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat
signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus dilaksanakan
oleh pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-
Qur’an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan,
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tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi yang diharapkan
suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari
wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.
Oleh karena itu, dilihat dari segi geogravisnya KUA Kecamatan
Krian yang terletak di Wilayah Sidoarjo Selatan dan berada disebelah
Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan jarak kurang lebih 30 km. kecamatan
Krian merupakan wilayah kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi

paling barat kabupaten Sidoarjo perbatasan dengan kabupaten Mojokerto

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang
penduduknya agamis dan prulal. Menurut data yang diperoleh jumlah
penduduk kurang lebih sebanyak 122.025 jiwa dengan perincian kelurahan
yang membawahi kecamatan Krian sebagai berikut: Krian, Kraton,
Sidomulyo, TambakKemerakan, Sidomojo, Watugolong, Tempel, Bareng
Krajan, Sidorejo, Keboharan, Jati Kalang, Terung Wetan, Terung Kulon,
Panokawan, Junwangi, Terik, Gamping, Kemasan, Jeruk Gamping,

Sedengan Mijen, Keterungan, Tropodo.

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas Kantor Depertemen Agama Kabupaten /

Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
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2. Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor
Urusan Agama Kecamatan Krian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan taknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Krian.

b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan
masyarakat Islam, pengembangan Zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial,
kependudukan dan kesejehteraan keluarga, Pendidikan Agama Islam
(Non Formal) pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi
pencatatan NR(Nikah Rujuk).

d. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Kecamatan, instansi
terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas
Departemen Agama di Kecamatan Krian.

Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan
hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi
yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah
perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang
lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

3. Peran KUA Krian
Begitu penting dan strategisnya funsi dan peran KUA, maka tidaklah

aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan
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pelayanan primaterhadap fungsi dan perannya itu. Adapun peran KUA

Krian, antara lain:

a.

Pelayanan bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional
Depag, mekanisme kegiatan perkantoran ditandai aktifitas
pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan
agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal
maupun horizontal, meliputi administrasi NTCR(nikah, Talak,
Cerai, Rujuk), kemesjidan, perwakafan, bimbingan keluarga
sakinah, zakat.

Pelayanan bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya
lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan
pernikahan dikalangan umat islam, artinya eksistensi KUA tidak
semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara
subtansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan
keabsahan sebuah pernikahan.

Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakinah, keluarga
merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang
menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu
pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan
mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia.
Pelayanan bidang perwakafan, tanah wakaf bukan semata-mata

asset ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan
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secara optimal dan professional yang dilegitimasi dengan
kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial, zakat dan ibadah sosial
adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan
merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan
kemiskinan. Guna lebih menyadarkan masyarakat dalam
mengeluarkan zakat dan infaknya, diperlukan bimbingan terutama
dalam upaya menggali potensi dana ummat melalui zakat maal,
tijarah, dan lain sebagainya.

Pelayanan bidang halal dan kemitraan ummat islam, biasanya
KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi itupun
dilaksanakan bersama kandepag kabupaten atau kota.

. Pelayanan bidang perhajian, pada umumnya keberadaan calon
jamaah haji ada di pedesaan, KUA bisa dijadikan modal yang
snagat berharga dalam pelayanan penyuluhan dan penyebaran
informasi perhajian terhadap masyarakat, hal ini diharapkan
mampu memberikan penyuluhan secara jelas, tepat dan benar
sesuai dengan materi dan persoalan yang dinamis kepada
masyarakat luas dan calon jamaah haji agar penyebaran masalah

perhajian dapat berlangsung secara lancar.
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B. Pengulangan Akad nikah
Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk
Allah swt baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana

firman Allah swt dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 berikut:

P
P ¢
RPN

- d A I A T e B
09535 X (g Lals 0 J= 0

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

kamu mengingat kebesaran Allah”.”’

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan sakral dalam realita
kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat
ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan
masyarakat. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah
merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk
menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah. Dengan akad
nikah tersebut dapat menyatukan dua insan antara laki-laki dan wanita untuk
hidup bersama. Tetapi dalam pelaksanaan akad nikah, ada rukun dan syarat
yang harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan
hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan
tersebut dari segi hukum islam.®

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak
boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah dan harus diulang bila

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Berbeda dengan penjelasan diatas,

*® Kementrian Agama Rl, A/-Qur’an & Tafsirnya...,520.
% Umi Hamida, “pernikahan islam”, dalam http://hamidah.net/2015/03/pernikahan-dalam-
bingkai-islam.html?m=1, diakses pada 20 Desember 2016.


http://hamidah.net/2015/03/pernikahan-dalam-bingkai-islam.html?m=1
http://hamidah.net/2015/03/pernikahan-dalam-bingkai-islam.html?m=1
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ada satu peristiwa menarik yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo, dimana ketika mendapati kasus yang mana dalam suatu akad nikah
yang seharusnya sakral dan telah sah menurut hukum islam akan di ulang
ketika akad tersebut tidak dihadiri atau tidak dibawah pengawasan pegawai
pencatat nikah kecamatan setempat. Dalam hal ini, pengulangan akad nikah
tersebut bertujuan untuk penertiban administrasi pernikahan dan juga sebagai
tindak pegawai pencatat nikah tunduk pada UU Pencatatan perkawinan.

1. Pengertian pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian kabupaten

Sidoarjo

Pengertian pengulangan akad nikah sama saja dengan istilah yang
biasa dikenal dengan 7ajdid al-Nikah yang berarti memperbarui nikah,
akan tetapi ketika dilihat esensinya dan pelaksanaannya jelas berbeda.

Jika dilihat dari KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) arti kata
mengulang itu melakukan kembali, sedangkan 7ajdid atau bisa disebut
pembaharuan yakni meninjau kembali untuk perbaikan.

Dalam hal ini, berbeda dalam esensinya ketika dibenturkan pada
masalah yang ada yakni jika kalau sebuah pengulangan akad nikah berarti
hanya sebuah pengulangan semata tidak adanya perbaikan ataupun yang
lainnya. Akan tetapi ketika terjadi pembaharuan atau yang biasa dikenal
dengan T7ajdid al-Nikah bertati bahwa seolah-olah pernikahan tersebut
yang awalnya terjadi kerusakan atau fasad, maka harus diperbarui atau

diperbaiki.®'

1 Ahmad Najib, Wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
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2. Latar belakang terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan

Krian Kabupaten Sidoarjo
Terjadinya pengulangan akad nikah ini disebabkan adanya 2 faktor

yakni, antara lain®*:

a. Adanya pernikahan siri, pernikahan siri juga merupakan salah satu
faktor pendorong dilakukannya pengulangan akad nikah oleh pegawai
pencatat nikah di KUA Krian. Yang mana hal ini sudah menyalahi
UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975
yang menyatakan bahwa “(1) setiap orang yang akan melangsungkan
perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai
pencatat nikah ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan. (2)
pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya
10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan’.

Dalam perkawinan sirri tersebut tidak adanya pemberitahuan
kehendak nikah kepada KUA, dan pernikahannya pun dilakukan
sesuai aturan agama islam saja dan tidak menganut aturan yang sudah
ditetapkan oleh negara. Dan pada umumnya KUA, mempunyai
batasan untuk melakukan pengulangan akad nikah karena perkawinan
sirri ada batasanya, yaitu tidak melampaui 30 hari setelah perkawinan
sirri itu berlangsung.

Beranggapan karna apabila telah melebihi dari batas waktu

tersebut, pegawai pencatat nikah tidak bersedia untuk diadakannya

%2 Ahmad Najib, Wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
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pengulangan pengulangan akad nikah dengan alasan bahwa setelah 30
hari harus dibuktikan dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan
Agama. Maka dari itu untuk pengulangan akad nikah oleh pegawai
pencatatan nikah seperti ini, maka terlebih dahulu mempelai harus
melengkapi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan
dalam islam dan perlengkapan-perlengkapan lainnya ynag berkaitan
dengan perkawinan tersebut.®
b. Adanya penolakan dari kyai yang menikahkan pada akad nikah awal,
maka dari itu akad nikah yang seharusnya diulang dirumah si calon
istri dibatalkan oleh pihak penghulu dan mudin dikarenakan kyai
menolak untuk melakukan akad nikah ulang yang beranggapan bahwa
akad nikah ulang yang awal sudah sesuai dengan syariat islam dan sah
untuk menjadi sepasang suami istri. Ketika si suami istri minta untuk
tetap dicatatkan tapi tidak mengulang akad nikahnya, penghulu tidak
memberinya karna PPN itu sendiri tidak hanya bertugas mencatat
perkawinan melainkan juga sebagai pengawas ketika akad nikah
diselenggarakan.
3. Proses pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo
Deskripsi tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA
Kecamatan Krian dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis

lakukan, dalam pengulangan akad nikah ini pihak yang terkait yakni

% Ahmad Najib, Wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
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sepasang suami istri yang bernama Bambang Aliyanto dengan istrinya
yang bernama Jubaidah (data pencatatan terlampir). Sebelum
memaparkan proses pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, alangkah baiknya penulis akan
menjelaskan kronologi kasusnya mulai awal, sebagai berikut:®**

Seorang suami istri telah melakukan pernikahan sirri atau nikah yang
tidak dicatatkan oleh PPN. Dalam pernikahan sirri tersebut dilakukan di
Madura tepat di rumah sang istri dengan mengutus seorang Kyai yang
bernama Syamsul Arifin sebagai zauki/ wali dalam pernikahan sirri, yang
ketentuan hukum Islam dan syarat rukun pernikahan telah terpenuhi.®’
Suatu ketika sepasang suami istri tersebut pindah rumah di Kabupaten
Sidoarjo tepat di desa Krajan Timur kecamatan Krian. Kemudian
sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk mencatatkan
pernikahannya di KUA setelah satu bulan dari pernikahan sirrinya.

Dengan bantuan seorang mudin di Krian, sepasang istri dan suami
tersebut mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan Krian sesuai
prosedur pendaftaran pada umumnya. Setelah melakukan rafak maka
ditentukanlah tanggal pelaksanaan akad nikahnya yang mana akan
diselenggarakan dikediaman sepasang suami istri tersebut.

Ketika tanggal pelaksanaan pengulangan akad nikah, tibalah
penghulu dan mudin di rumah sepasang suami istri tersebut. setelah itu,

semua sudah datang hanya saja menunggu Kyai yang sama waktu dalam

& Ahmad Najib, Wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
6 Mulyanto, Wawancara, Sidoarjo, 18 Februari 2017
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pernikahan yang pertama, dalam hal ini untuk menjadi wali dalam
pengulangan akad nikah ini. Setelah menunggu kira-kira satu jam, Kyai
pun datang dan terkejut setelah mengetahui bahwa pernikahan yang
awalnya menurut kyai tersebut sudah sah dan tidak perlu diulang kembali.
Pada akhirnya sang Kyai tersebut menolak untuk menikahkan kembali.
Dan pihak penghulu serta mudin membatalkan pengulangan akad nikah
karena pada dasarnya yang memiliki niat untuk menikah yakni kedua
belah pihak, ketika kedua belah pihak (suami dan istri) tersebut mematuhi
apa yang ditetapkan oleh kyainya maka penghulu pun tidak berani
mengeluarkan buku nikah dan pada akhirnya penghulu dan mudin segera
kembali ke KUA.*

Enam bulan setelah kejadian tersebut, pihak istri dan suami
mengajukan pendaftaran nikah kembali di KUA Kecamatan Krian yang di
dampingi oleh pak RT setempat. Dengan begitu, pak RT mengurus semua
keperluan pendaftaran nikah mulai awal seperti pada umumnya. Dan
terlaksanalah pengulangan akad nikah yang dilakukan di KUA
Kecamatan Krian Kabupaten sidoarjo.®’Dengan memakai tauki/ wali dari
pihak PPN yakni penghulu KUA tersebut, serta menggunakan mahar yang
sama pada awal pernikahannya.

Dalam pengulangan akad nikah ini, penghulu beranggapan bahwa
akad nikah yang dahulu itu dianggap tidak ada. Dan pengulangan akad

nikah yang kedua ini bukan untuk za’kid (penguatan) oleh akad nikah

66 Asnawi, Wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
& Mulyanto, Wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
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yang pertama atau pun juga adanya fasad dalam pernikahan yang awal,
dalam hal ini penghulu meyakini bahwa tetap menurut agama akad nikah
yang awal itu sah, akan tetapi mengacu pada hukum Negara tetap yang

sah yakni akad nikah yang kedua.®®

%8 Ibid



BABIV
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH DI
KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis terhadap Pengulangan akad nikah di KUA Krian

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dimana seorang memilih
pendamping untuk menemaninya di dunia bahkan hingga di akhirat.
Dikatakan sahnya suatu pernikahan yakni apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal tersebut telah terurai
dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Ketika seseorang telah
melakukan suatu akad yang sangat kuat menurut hukum islam, tanpa
dilengkapi dengan adanya aturan negara yang mana mewajibkan setiap
pernikahan harus dicatatkan, maka pernikahan tersebut masih dikategorikan
belum sah menurut negara dan tidak dapat perlindungan oleh negara ketika
adanya sengketa atau pertengakaran suatu saat nanti karna tidak mempunyai
kekuatan hukum. Demi terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat
islam setiap yang melangsungkan pernikahan harus dicatat. Dan ketika
dalam pelaksanaan akad nikah tersebut harus ada pengawasan dari Pegawai
Pencatat Nikah setempat dimana akad nikah tersebut dilaksanakan. Dan juga
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 mengatur bahwa setiap orang yang
melaksanakan akad nikah harus di bawah pengawasan pegawai pencatatan
nikah.

Dan ketika pelaksanaan akad nikah tanpa adanya pengawasan pegawai

pencatat nikah maka akad nikah tersebut harus diulang, karena pada dasarnya
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KUA mempunyai wewenang terhadap setiap pelaksanaan akad nikah. Selain
wewenang tersebut dengan adanya akan nikah ulang ini dapat dijadikan
pelajaran untuk yang lainnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan.
Deskripsi tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan
Krian dapat diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara. Maka dari itu,
sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
dalam hal ini pelaksanaan akad nikah tertera dalam pasal 2, sebagai berikut:
Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan
dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam
berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3)
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi
tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
. .69
ini.

Dalam hal ini, telah jelas bahwa penghulu tersebut sebagai pegawai
Pencatat nikah yang bertanggung jawab atas pekerjaannya dan berpegang
teguh terhadap wewenangnya serta mematuhi PP No. 9 Tahun 1975.
Memang tidak adanya bentuk tertulis atas pengulangan akad nikah tersebut,
karna pada hakikatnya suatu peraturan pasti ada cela ketidak jelasan dan
ketidak lengkapan. Jadi ketika dibenturkan dengan kasus tersebut bisa saja

dicerna sendiri atau membuat trobosan baru atas pemecahan setiap masalah

® Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
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baru yang datang, asalkan tidak bertentangan dengan syara’. Dan
pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut katagori tidak bertentangan
dengan syara’.

Dalam hal ini pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah
perkawinan, hal ini sejalan dengan kaidah fighiyyah “Sesuatu yang telah
ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah
ditetapkan berdasarkan kenyataan”.”

Artinya akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh
KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar
ada dan sah secara hukum. Senada dengan pentingnya sebuah pencatatn
dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya
kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut. Seperti yang kita
ketahui adanya 2 kategori ketentuan yang mengatur pernikahan, yakni
peraturan syara’ yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah
pernikahan, peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat islam
seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang figh.

Dan yang kedua yakni peraturan yang bersifat fawsigy yaitu peraturan
tambahan yang bermaksut agar pernikahan dikalangan umat islam tidak liar,
tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang tidak lain kegunaannya agar

sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting

7® Miftahul Arifin, kaidah-kaidah penerapan hukum islam...,76.
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dalam masyarakat islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Analisis Maslahah terhadap pengulangan akad nikah di KUA Krian

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan
yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah
setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik
atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak
atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kesukaran. Jadi
segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai mas/ahah.

Dengan begitu maslahah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau
mendatangkan  kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan
kemudaratan. Dalam pengertian maslahah secara definitif terdapat
perbedaan rumusan dikalangan ulama’, yang kalau dianalisa ternyata
hakikatnya sama, antara lain: menurut Al-Ghazali, bahwa menurut asalnya
maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan
menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari Maslahah itu adalah
memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan
syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara Agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara

harta. Al-Khawarizi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi



71

Al-Ghazali diatas yaitu Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan
hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”'

Melihat dari peristiwa yang terjadi di KUA Krian ini dengan faktor yang
melatar belakangi terjadinya pengulangan akad nikah yaitu pada faktor yang
pertama yakni karena adanya penolakan dari kyai atas pelaksanaan nikah
ulang dan juga terdapat adanya nikah sirri yang dengan itu harus adanya
nikah ulang ketika seorang suami dan istri menginginkan pernikahannya
tercatat oleh negara. Kembali pada tugas serta wewenang PPN yang mana
sebagai Pemeriksa, pengawas, dan juga Pencatat peristiwa pernikahan, maka
dari itu seorang yang telah melakukan nikah siri tanpa diawasi oleh pegawai
pencatat nikah maka nikah tersebut harus diulang dengan adanya kehadiran
dari pihak pegawai pencatat nikah. Kalau saja seumpama wewenang dari
pegawai pencatat nikah ini tidak ada pengawasan maka akan bahaya dan
menimbulkan kemudaratan yang merajalela. Maka dari itu, dengan adanya
pernikahan sirri tersebut sepasang suami istri datang kepada modin setempat
minta tolong untuk menguruskan segala keperluan yang harus dipenuhi
untuk melangsungkan akad nikah ulang, dengan harapan supaya hidup yang
mendapatkan perlindungan dari negara ketika suatu saat ada masalah yang
menghadang dan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Maka
dapat dipahami bahwa dalam menjalin sebuah pernikahan harus dicatatkan

di KUA tidak hanya menikah secara hukum islam melainkan juga harus

diakui oleh negara, sehingga diharapkan dengan melakukan pengulangan

' Nuril Muflikhun, “Tinjauan Maslahah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
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akad nikah ini tidak akan adanya pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh
agama serta untuk terjaminnya suatu ketertiban dalam masyarakat.

Melihat maksud dan tujuan adanya pelaksanaan pengulangan akad nikah
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengulangan akad nikah ini sangat
membantu bagi para suami isteri dan mengandung kemasl/ahatan bagi semua
orang bahkan kemaslahatan keutuhan Negara. Perihal akad nikah yang
pertama, setelah melakukan wawancara terhadap penguhulu yang telah
menikah ulangkan beranggapan bahwa akad nikah yang pertama itu
dianggap tidak ada, beliau juga beranggapan bahwa pengulangan akad nikah
ini bukan untuk menguatkan akad nikah yang pertama, dan juga bukan karna
akad yang pertama sudah rusak. Melainkan, pengulangan ini hanya sebuah
akad nikah baru dan tidak menimbulkan multi tafsir terhadap lain pihak.

Dari uaraian pada bab sebelumnya dalam sebuah pernikahan tidak
menutup kemungkinan tentang adanya perselisihan antara pasangan suami
isteri, hal ini bisa dikatakan bahwa sebuah perselisihan dalam rumah tangga
mesti terjadi dan tidak sedikit yang menimbulkan perceraian. Maka dari itu
pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan kepastian hukum antar keduanya sehingga dapat memberikan
kemaslahatan, dan juga bagi masyarakat yang melakukan pengulangan akad
nikah jika nikah sebelumnya belum tercatat di KUA.

Jadi dapat disimpulkan pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh
sepasang suami dan istri yang dinikahkan oleh pegawai pencatat nikah

merasakan nikmatnya ketika dalam suatu pernikahan telah ada akta nikah
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dan diakui dengan negara, sehingga juga dapat mempermudah dalam
pengurusan jikalau anak telah lahir, untuk mengurus akta kelahiran,
mengurus sekolah dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut
sebagai maslahah. Dengan begitu maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu
menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan
las'mu_a’aurartan.72 Begitu juga dengan tujuan pelaksanaan pengulangan akad
nikah adalah untuk menciptakan ketertiban pernikahan, Sehingga diharapkan
kedua pasangan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengarungi bahtera
rumah tangga dengan baik dan dapat membentuk keluarga yang bahagia,
sejahtera dan kekal. Jika dilihat dari maslahah yang ditimbulkan dengan
melakukan pengulangan akad nikah ini, maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa pengulangan akad nikah ini tidak bertentangan dengan
Syari’at, karna pada dasarnya dalam al-qur’an dan hadits pun tidak
menjelaskan tentang adanya pengulangan akad nikah. Dalam hal ini,
termasuk dalam mas/lahah menurut Imam Al-Syatibi yakni apabila dilihat
dari segi maslahalmya, maslahah dari pelaksanaan pengulangan akad nikah di
KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah Maslahah al-mursalah
atau disebut juga al-is/ah, yaitu apa yang dipandang baik maka akan sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk
syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang

menolaknya. Dan maslahah dalam pengulangan akad nikah di KUA

7 Hasan Bisri Cik, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum
Nasional...,.97.
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Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini, dilihat dari segi kekuatannya
sebagai hujjah termasuk dalam tingkatan maslahah tahsiniah, karena
mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi
hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah. Hal
tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih
mementingkan untuk menghindari kemudaratan dari pada mendatangkan
kemaslahatan.

Dengan demikian, penetapan hukum Syar7’at bertujuan untuk melindungi
manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah figh yang berbunyi
“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. Kaidah tersebut
diatas sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan itu
lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan.

Sedangkan menurut Abu Ishaq As-Syatibi dalam kitab Al-Istihsan,
maslahah bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum, apabila telah
memenuhi tiga persyaratan, yaitu73:
a. Adanya persesuaian antara maslahah yang dipertimbangkan dengan

maksud-maksud syara’, sehingga tidak menafikkan pokok-pokok syara’
dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil syara’ yang gath’i. melainkan
maslahah tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang

dituju oleh syar’i untuk mewujudkannya.

7 Zulfa Nailynnajah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di

Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan
Ampel,Surabaya, 2011).
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b. Maslahah yang mempertimbangkan akal pikiran sehingga apabila
Maslahah itu diajukan kepada orang-orang yang biasa berfikir, maka ia
akan dengan mudah menerimanya.

c. Pemakaian mas/ahah itu akan menghilangkan kesempatan yang mesti
(terjadi) dengan sekiranya, apabila maslahah tidak diambil, maka tentu
akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan.

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal, yang dapat
mencegah penggunaan sumber dalil maslahah tersebut dari akarnya
(menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nas-nas
tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan
shahwat dengan menggunakan mas/ahah. Dari beberapa uraian diatas dapat
diketahui bahwa pengulangan akad nikah sebagaimana yang sudah banyak
dilakukan oleh sebagian masyarakat dan khususnya telah terjadi di KUA
Kecamatan Krian memang hal ini tidak bertentangan dengan prinsip
Maslahah, bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bisa
dikatakan sebagai maslahah. Dengan syarat hujjah yang telah disebutkan
diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengulangan akad
nikah sah-sah saja artinya boleh karena tidak bertentangan denga dalil syara’
dan pengulangan akad nikah ini harus dilakukan ketika akad nikah yang
pertama belum adanya pengawasan dari pihak PPN, karna dengan
melaksanakan pengulangan akad nikah ini mengandung kemas/ahatan bagi

yang melakukannya.



BAB V
PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab

sebelumnya sehingga ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Latar belakang terjadinya pengulangan akad nikah di KUA kecamatan
Krian Kabupaten Sidoarjo yakni ada dua faktor penyebab karena
pernikahan siri, pernikahan siri juga merupakan salah satu faktor
pendorong dilakukannya pengulangan akad nikah oleh pegawai pencatat
nikah di KUA Krian. Yang mana hal ini sudah menyalahi UU No. 1
Tahun 1974 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975. Dan faktor
yang kedua yakni adanya penolakan dari kyai bahwa menurutnya akad
nikah yang pertama tidak harus diulang, dan pada dasarnya akad nikah
telah sah ketika telah lengkap syarat dan rukunnya.

Pengulangan akad nikah ini tidak bertentangan dengan Syar7’at, karna
pada dasarnya dalam al-qur’an dan hadits pun tidak menjelaskan tentang
adanya pengulangan akad nikah. Dan bila dilihat dari segi maslahaimya,
maslahah dari pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan
Krian Kabupaten Sidoarjo adalah Maslahah al-mursalah atau disebut juga
al-islah, yaitu apa yang dipandang baik maka akan sejalan dengan tujuan
syara’ dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara’ yang
memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang

menolaknya. Dan maslahah dalam pengulangan akad nikah di KUA
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Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini, dilihat dari segi kekuatannya
sebagai hujjah termasuk dalam tingkatan maslahah tahsiniah, karena
mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi
hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah.
Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum
Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudaratan dari pada

mendatangkan kemaslahatan.

D. Saran

Adapun saran-saran bagi KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

khususnya dan bagi KUA lain pada umumnya:

1.

Agar tidak terjadi kerancuan makna antara pengulangan akad nikah
dengan Tajdid al -nikah yang berdampak pada perbedaan pikiran antara
pegawai pencatat nikah dengan kyai atau yang lainnya, maka sebaiknya
sebelum melaksanakan pengulangan akad nikah diupayakan untuk
mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari pengulangan akad nikah
tersebut secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai
dari niatan awal yang mendorong orang tersebut melakukanya.

Pentingnya para pegawai pencatat nikah memberikan pemahaman
tentang landasan dan dasar hukum pengulangan akad nikah kepada
pihak yang akan melakukan prosesi pengulangan akad nikah baik dari

saksi, kedua mempelai, maupun wali.
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